
Menimt>ang 

Mengingat 

WALIKOTA SINGKAWANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 

NOMOR 41TAHUN2018 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SINGKAWANG1 

bahwa untuk mela.ksanakan k.etentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/ 09 / M.PAN / 5 /2007 tenta.ng Pedoman Umum Penetapan 

lndikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu 

menet.apkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kata Singkawang. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undailg-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Singkawang (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 

200 l Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia 

Nomor 4119); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenlang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 



Pasal 8 

(1) Penerapan lKU Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak: terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(2) Perangkat daerah dalam penerapan IIru perangkat daerah agar 

searah dan selaras dengan IKU Kota. 

(3) Pcrangkat daerah penanggung jawab IKU Kot.a sebagaimana 

tercantum dalam lajur empat Lampfran Peraturan Walikota ini 

selaku perangk:at daerah pengampu tugas berkewajiban 

menghimpun~ mengolah, dan mclaporkan pencapaian IKU Kota 

yang menjadi tanggungjawabnya. 

Pa~a] 9 

(1) Evaluasi IKU untuk tujuan tertentu dapat dilakukan terhadap 

hal: 

a. tindak lanjut rekomendasi basil penilaian terhadap Laporan 

Kinerja Instansi Pen1erintah oleh tim Kementrian 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 

b. terdapat perubahan arah kebijakan pemerintal1 Kota dalam 

menentukan arah pctnbangunan; 

c. terdupat perubahan program dan kegiatan yang secara output 

dan oucome sebagai penduk:ung capaian IKU; dan 

d. IKU tingkat perangkat daerah yang telah ditetapkan 

mcnimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi 

secara kcseluruhan 

(2) Eva1ua!'ii IKU Kota clan IKU perangkat daerah dilaksanakan olc-:h 

tim yang ditet.apkan oleh Walikota dari unsur Inspektorat Daero.h, 

Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah, Sekretariat Daerah 

dan perangkHI. dm:rah lainnva yang secara la11gstu1g berperan 

dalam pelaksanaan kegiat.an ini. 

BABV 

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 10 

(1) Koordinasi dan pengembangan dalam penet.apan IKU 

dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang dilakukan oleh 

Sekretaris Daerah melalui Asisten Pereko1101nian, Pembangunan 



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Repub1ik Indonesia 

Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan 

Kcuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Nomor 4614); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 lentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahl.lll 2008 Nomor 21, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

7. Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tenlang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyclcnggaraan Pemerintnh Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 l ); 

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pcmerintah (I...emburun Negat·a 

Republik Indonesia Tahllll 2014 Nomor 80); 

9. Peraturan Menteri Negara Pcndayagunaan Aparalur Negara 

Nomor PER/9/M.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Perneri.n ta h; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

20 / M.PAN 1111 2008 tcntang Pedoman Penyusunun Indika.tor 

Kinerja Utaina; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

1'ata Cara Perencanaan, Pengeudalian dan Evaluasi 

Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi ~mcMgan Peratui·an 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menenga.h Daerah, Serta 

Tat.a Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangaka Panjang 

Daerah, Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 



Menetapkan 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tcntang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Lapuran Kinerja Instansi Pemcrintah (Berita Negara 

Republik. Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842}; 

13. Peraturan Daerah Nnmor 3 Tahun 2012 tentu:ng Pembentukan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang 

(LembarWl Daerah Kot.a Singkawa.ng Tahun 2012 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30); 

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah. Kota 

Singkawang Tahun 2016 Nomor 4~ Tambahan Lembaran Daerah 

Kot.a Singkawang Nomor 51); 

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tent.ang Rencana 

Pembangunan tlangka Menengah Daerah Kota Singkawang 

Tahun 2018-2022 (Letnbrir.n1 Da1.-:t·ah Kora Si11gkawang Tahlm 

2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 

Nomor 63); 

MEMUTUSKJ\N : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG JNDJKATOR KINERJA UTAMA 

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG. 

BABl 

KETENTUAN UMUM 

Pa.sa.I 1 

Dalam Peratumn Walikot:a .ini yang climaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah scbagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kcwenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Singkawang. 

4. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut 

perangkat daerah adalah unsur pemba.ntu Walikota dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota. 



5. Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistcmatik dari 

berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk 

tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada 

instat1si pemerintah1 cfolam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja instansi pemedntah. 

6. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen yang khususnya 

mcmbandingkan tingkat kinerja yang mcncapai dengan standar, 

rencana. atau target dengan menggunakan Indikator Kinerja yang 

telah ditetapka.n. 

7. Pcmantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan penga.matan 

perkembangan kincrja pelaksanaan kegintan atau program 

dengan menggurmkru1 informasi hasil pengukuran kinerja, dan 

identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang tlmbul daJ.l 

atau akan timbul untuk dapat diam.bi! tindakan sedini mungkin. 

8. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil dari kegiaton/program 

yang telab atau hendak dicapai sehubungan dengan pcnggunaan 

anggaran dengan kuantitas dan kualit.as terukur. 

9. Kcluaran (output} adulnh borong a.tau jasa yang dihasilkan oleh 

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mcndukung pcncupuiun 

sasanm dan tujuan pmgran1 dan kebijakan. 

10. Hasil (outrome) adalah segala sesuatu yang mcnccrminkan 

berfungsinyu keluurnn dari kegiatan-kcgiatan. 

11 . Dampak (impact) adalah kondisi yang ingi diubah berupa hnsil 

pembangunan/1ayanan yang diperoleh dari pencapaian ha.sil 

(outcome} beberapa program; 

12. Kcgiatan adalah bagian dari program yung d.iln.ksanakan. oleh 

saf.u al.au bebcrapa pcrangkat daerah sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu progrwn yang lerdiri dar·i 

selrumpulan tindakan pengerahan sumberdaya balk yang berpa 

personil, barang modal tennasuk peralatan dan teknologi, dana, 

ata.u kombina:si dari bebcrapa atau kesemua jenis sumber daya 

tersebut sebagai masukan (input) untuk n1enghasilka.t1 kclaura.J1 

(output) dalam bentuk barang/ jasa. 



13. Program adalab. penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah pada 

masing-masing perangkat daerah sehagai bentuk upaya yang 

berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber 

daya yang disedia.ka.t1 untuk mencapai hasil yang terukur sesuo.i 

dengan misi Pemerinta.h Daerah dan perangkat daerah. 

14. Indikator Kincrja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapaJ 

dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. 

15. lndikator Kinerja Program adalah ukuran ataa hasil (outcome) dari 

satu program yang merupakan pelaksanaan tugas Pe1ncrintah 

Daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. 

16. Inclikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (QUtput) 

dari suatu kegiatan yang tcrkait secara logis dengau Indikator 

Kinerja Program. 

17. Indikator Kinerja Utama (key performance Indicator) yang 

sclanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan Organisa$i 

dalam mencapai suatu sasaran strategis. 

18. Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang yang selanjutnya 

di5ebut lKU Kota adalah IKU yang disusun olell tim dan 

ditetapkan oleh Walikota Singkawang. 

19. lndikator Kinerja Utama perangkal daerah yang selanjutnya 

disebut IKU Perangkat Daerah adalah IKU yang disusun oleh 

per.angkat dac1·ah dan ditetapkan oleb kepn la perangkat daerah. 

20. Sasarru.1 strategis adalah basil yang aka.n dicapai sccara nyata 

oleh Pemerintah Daerah/ penmgkat daeruh dalam rumusan yang 

spesifik, tcrukur 1 dalam kurun waktu tert.entu yang telah 

direncanakan. 

BAB II 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENETAPAN uru 

Pa5al 2 

Tujuan penetapan Hill di lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang 

adalah: 

a. untuk memperolch informasi yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajcmen kinerja secara baik dan benar; 

dan 



b. tulluk memperoieh· ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan 

dan sasaran strategis organisasi yctng digunakan untuk 

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Pasal 3 

Ruang lingkup penetapan IKU adalah Pemerintah Daerah berserla 

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Slngkawang selaku 

organisasi yang melaksanakan tugas clan fungsi pemerintahan 

menggunakan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara dan/ atau 

Anggaran Pendapatan dan Belauja Dacrah. 

BAB III 

PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN IKU 

Pasal 4 

( 1} Pemerintah Daerah berserta perangkat daerah di lingkungan 

Pcmerintah Kota Singkawang wajib mcnyusun dan menetapkan 

uru. 
(2) IKU pada tingk.atan perangkat daerah meliputi indikator kinerja 

hasil (outcome) serta mcrupakan kom.itmen u.kumn pencapaian 

keberhasilan dalam melaksanakan kincrja pc.t•angkat daera.h yang 

disusun dan diusu1kan perangkat daerah l.mtuk. selanjutnya 

ditetapkan oleh W alikota. 

(3) lKU pada tingkat Pemerintah Daerah merupakan indikator 

pengukttr yang dapat mencerm.inkan kcbcrhasilan pcncapai&l 

kinerja Pemerintah Kota sesuai dengan sasaran st.rategis pada 

rencana pembangunan jangkn menengah daerah ditetapkan oleh 

Walikota. 

Pasal 5 

(1) Pemilihan IKU sckurang-kurangnya mempertimbangkan: 

a. keselarasan indikator ant.ar tingkatan unit organisasi, scjalan 

dan selaras dengan indikator tingkat Pemerint.ah Kot.a; 

b. dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, 

rcncana strategis perangkat dacrah1 kebijakan umum clan 

dok.umen strategis lainnya yang dianggap masih relevan; 



c. bidang kewenangan, tugas dan fungsi1 serta peran lainnya; 

d. kebutuhan informasi kincrja untuk penyelenggaraan 

akuntabilitas lclnc1ja; 

e. kebutuhan data stati:slik pt:merintah Kota; dan 

f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

(2) Pemilihan dan penet.apan indikator kinerja utama sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi karakteristik indikator 

k.inerja yang baik dan memadai guna pengukuran kinerja suatu 

perangkat daerah dan memcnuhi kritcria spcaifik, dapat clicapai, 

relevan, menggwnbarkan keberhasilan suatu yang dh.tlrur clan 

dapat dikuantifikasi dan diukur. 

Pasal 6 

( 1) Pengcmbangan dan penetapan Ilill wajib mcnggunakan prinsip-

prinsip kehati .. hatian, kecermatan, keterbukaan, dan 

transparansi gunn menghasilkan informasi kinerja yang handal. 

(2) Dalam hal IKU tingkat perangkat daerah yang teloh ditet:apkan 

menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara 

keseluruhan, kepala perangkat daerah me1aporkan hamhatan 

yang ada kepada Walikota melalui Sekret.aris Daerah untuk 

sclanjutnya dilakukan evalunsi pengembangan dan perbaikan 

IKU pemngkat daerah. 

BAB IV 

PENOGlJNAAN, PENERAPAN DAN EVALUASI IKU 

Pasul 7 

IKU Kota dan IKU perangkat dacrah digunakan untuk: 

a. bahan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah; 

b. bahan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah; 

c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja berjenjang; 

d. pelaporan akuntabilitas k.inerja; 

e. evaluasi kinerja perangkat dacrah dan pemerintah daerah; dun 

f. pemantauan dan pcngendalia.n kinerja pelaksanaan program dan 

kcgiatan-kegiatan. 



dan Kesejahteraan Rakyat serta dibantu oleh Kepa]a Perangkat 

Dacrah. 

(2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikot.a ini 

dilakukan olch Inspcktorat Dacrah. 

(3) lnspektorat Daerah dalam me1aksanakan pernbinaan dan 

pengawasan berkoordinasi dengan inslansi leknis terkait. 

BAB VI 

lili°'TEN'rUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota 

Nomor 14 Tah'lm 2017 tentang Indikator Kinerja Uta.ma Pemerintah 

Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 

9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 12 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mengctahuinya, mcmerintahkan pengundangan 

Pcraturan Walikota ini dengan penempat.annya dalam Berita. Daeroh 

Kola Singkawang. 

Diundangkan di Singkawang 
pada tanggal 30 Agustus 2018 
Pj. Sckretaris Dacrah Kota Singkawang 

ttd 
BU~JANG SUKRI 

Ditetapkan di Singkawang 
pada tangga.l 30 Agustus 2018 

WALIKOTA SINGKAWANG, 
ttd 

TJHAI CHUI MIE 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 40 

Salinan sesuai dengan aslinyn 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 



LAMPIRAN 
PERATUIW~ WA:.JKOTASINGAAWANG 
NCMOR. 4-1 TAHUN WU 
TENTANG 
INDIKATOR l(IHERJA UTAMA (iKUI PEMERJNTAH KOTA SINGKAWAf.aG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA UKU) PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 

1. Vlsl Oraanlsasl Slnakawana Hebat .zozz. 
2. Mlsr a. Mewujudkan dan Memellhara Harm::misasi Keberagaman Agama, Etnls dan Budaya 

NO, 

l 

l 

2 

b. Mewujudkan Pemberdayaan Ekancm l(e~akyatan yang Handal, Kreatlfdan Mandiri 

c. Mengopt1malk.an Pemanfaatan dan ?engendallan Potensl Sumber Daya AJam, Dalarr, Upaya Penlngkatan Pendapatan Masyarakat 

d. Mewujudkan Pemerlntahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efekclfyang Beroriemasi ?ada Pelavanan Publik yang Prima Serbasis. Tekno1ogi Kcmunikasl dan lnformasi 

e. Mewujudkan Sumber Daya Manusla yang Sehat dan Cerdas, 

f, Mewujudkan Pembangunan lnfrastrvklur vang Terarah clan Berkesinambungan 

g. Mewujudkan Kota Singkawang .Sebagal Kota Perdagansan, Jasa dan Pariwlsata 

SASARAN STRATEGIS INDllCATOR ICINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBERDATA 

2 3 4 5 

Terclptanya Ketentraman dan Ketertlban 1 An,gka krimlnalttasvana 5atuan Pcllsl Pamons Praja 5ab.lan Polls f Pamong ~raja, 
Dalam Kehidupan Masyarakat tertanganl Polres Slr@kawan1, Sadan 

Pusat Statlstlk dan Data laln 
vans dapat 
dlpertanggung]awabkan 

2 ?ers.entase Tingkat Satuan Polls! Pamong Praja 5atvan Polisl Pamons ?raja 
Penvelesalan Pelanagaran IG 
{%) 

Ter'binanya Pen&embangan Potensl 1 Persentase orrnas/LSM yang Sadan KesabJan Bangsa dan BadanKesatiJan Bangsadan 
Organlsasl/lembaga Kemasyarakatcn, Sos!al, aktif Politi\< Folltik 
PoUtlk dan Keagamaan 

PENJEIASAN 

6 

Ju ml ah tlndak krlmlnal yang tertanganl dalam 1 tahun 
- ··------------·--------- x 10.000 

Jumlah Penduduk 

Jumlah PelanSBaran K3 yane terselesalkan 
---·-------·----------·-----·--- xl00% 

Jumlah Pelanggaran K3- yang dllaporkan masyarakat 
dan yangteridentlflkasl oleh Satpol PP 

Jumlah Ormas yang aktif clan memenuhi syarat 

-··---· --·------- )( 100% 
Jumlah Total Ormas 



1 2 3 4 5 6 

3 Menlnskatnya Pensembangan dan 1 Per.;entase situs dan ic.awasan 011'1<1$ Pendldllcan dan Dlnas Pendldlk:an da:'I Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya 
Kelestarlan Budaya t.'!gar budaya YilMB dl1estarik.an Kebuda1aan 1<-eb\.ld:i~an r-tns dBest<irikan 

---··· --------- I( 100% 
JIJITl!ali Benda, SltlJ$ dan lcawasan ca gar budava 

dlrrlllld daerah 

4 Menlnskatnya kemandlrlan clan kehandalan 1 cakupan UMl<M valli aktlf Dlnas Perclagangan dan Oinas Perdagangan dan 
Jumlah UMKM yangaktlf 

koperasl dan UMKM Perindustrian Per:nduS1rian ....... ___________________ 
Jum1ah UM KM d Kcta S!ngkawans 

2 Perse rrta se ka p e'Cl sl val18 aktlf Dlnas Perdagangan dan D!nas Perdagangan dan Jumlah k.operasl yang aktlf 
Perlndustr an l?erindu51r;an --·····---·-------- x 100% J 

i 
Jumlall total koperasl 

5 Menlnskatnya produktlvlta.s. indi.istrt lokal 1 ?erturribuhan PDRB sektor !Dinn Perdasangan, : Jin as :ser<lagangan, 
lndustrt · Perindu51fan, UkM [Perindu51ran, UKM dan <ontribusr Sekt-or lndustrl pada PDRB tahun n- Kontribusl 

'Data P"Oyeksl BAPPEDA Seklor lndustrl paca PDRBtahun n-1 

Kola Slngk:iwang ···--------------------- x 100% 
l<onbibusl Sektor lndustrl pada PDRB tahun n-1 

6 TerwuJudrrya Pengembangan Ekonoml Kre.atlf 1 Cakupan perigefolaan ekonoml Olnas Parlwlsata, Pemuda Dlr"ta$ Pariwlsata, Pemuda l Jumlah sub sektor yang dltanganl 
'Kreatlf (%~ dan ohlh raaa dal'\ olah raga t ------·----------- )( 11JC% i 

Jumlah total sub sektor kota 

7 Menlnskatnya kualltas tenaga kerf a clan l Tlngkat penganggurari terbuka Dlnas ;)enanaman Modal Dlnas Penanaman Modal 
Jumlah PEngangguran Terbuka Usla Angkatan Kerja 

lnformasl ketenagakerjaan dan '""enaga Kerja dan Tenaga Kerja 
---·-··-----·------------ x 100% 

JuTllah Penduduk Anskatan Kerja 

2 Persentasie pen::ari lcerja vang Dlnas Penanaman Modal Oinas ~nanaman Modal Jumlah pencarl kerja yang dltempatkan 
ditempatkan pada pasar kerja dan Teriaga Ker.fa dan Tenaga Kerja ------------------ x 100% 

lumlah penca·I kerja yang mendaftar 

8 Menlngkatrrya Penyelesalan Permasalahan 1 Persentase penanganan Dlnas. Sos la I, Pt!mberdayaan Dlnas Soslal, ?emberdayaan 
Soslal P-enyandang Masalah PereTlpuan dan Perempuan dan 

Jt.111lah PMKS ·.,ang tertanganl 

Kese}ah1enan Soslal IPMKS) Perlindungan Anak Perllndungan Anak ------- x 100% 
Junlah PMKS yang ada di Kota Slngkawang 

9 Menlnskatnya Produksl Pertanfan dan 1 Pertumbuhan FDRB sektor Dlnas Pertanlan, Ketahanan Ohias Pertal'llan, Ketahanan 
Kontribusl !Sektar Pertanian pada PDRB tahun n - Kontrlbusl 

Terwujudrrya Ketahanan Pangan Pert:anlan 1%1 Pangan dan Per1kanan Pangan can Perikanan dan 
Sektor PertanlJn pada PDRB tahun n-1 

Data Proyeksl BA?PEDA 
··------------------------ )( 100% 

, Kota Sll"lgkawang 
Kontribusl Sektor Pertanlan ~da PDRB tahun n-1 l 

f 



1 2 

10 IMeningkatnya produksl Perlka1an Oalam 
Meningkatkan Pendapatan Masyaraka:t 

11 ITerkendalinya pemanfaatan wmber daya 
alam dalam upava pelestarlan llnskungan 
hid up 

3 

2 Ketersedlaan pangan utama 
(kg/kap/tahunl 

1 Pertumbuhan PORB sektor 

?erlkanan (%) 

4 s 
Dir1as Per.anlan, Ketahanan (Clrlas Pertanlan, Ketatlanan 
Pangan dan Perlkanan lPangan dan Perlkanan 

Olnas Pertanlan, Ketahanan 
'Pangan dan Perlkanan, 
Olnas Pentasansan, 
Perlndustrlan, Ul<M 

Badan Pusat Statlstik dan 
Cata Pro\reksl 8APPEDA 
!Cota Slngkawane 

1 Ketaatan tert.adap A.TRW(%) IDinas Pekerjaan Umum dan IDlnas Pekerjaan Umvm dan 

Penataan Ruan,g Penman Rl.lal'1t 

2 lnc!eks Llngkunsan Hldup DLias llngkungan Hldup Oinas Unakungan Hloup 

3 Raslo ATH Olnas Pekerjaan Umum dan lDlr'\as Pekerjaan Umum clan 
Pena-:aan Ruans !Penataan Ruang 

12 ITerwujudnya pelayanan publlk yang prima, I 1 lndeks Kl?puasan Masvarakat 1Sekretarla1 Daerah 
transparan dan akuntabel 

Sekretaria1 Daerah IBaglaM 
Organisasil 

berbasis Teknolosl Komunlkasi dan lnformas.I 

·13 IMeningkatnya kapabl!itas aparatur daerah 

2 Persentase penggunaan 
teknologl informatika dalam 
pelayar'lan publik 

tJlnas Komunlkasl dan 
lnfcrmatlka 

1 Persentase AS.N yangtnenglkutl leadan Kepegawalan dan 
diktat sesuai jabatan (%) . Pensembangan SOM 

Dinas Komunikasi dan 
lnformattka 

Badan Kepegawalan dan 
Pengembangan St:JM 

& 

Rala-rata xinersediaan pansan utama 1 Th lksl 
------------------x 100% 

Jumlah Fenduduk 

Kontrlbusl Sekror Pertkanan pada PDRB tahun n - Kontribusi 
Seid or Perlkanan pad a PDRB tahun n-1 

---------·-------- x 100% 
Kontrib~si Sek.tor ?trlkanan pada PDRB tahun n-1 

ReaJlsasl RT.;tW 

------------x 100 % 
Rencana Pen.intul«m 

.l\Jmlah lndekstutupan lahan + lndeks kualitas air 
... lndeks kuaRtas udara 

3 

Luas RTH publlk yans 1ersedla dlakhir tahun 
pencapalan SPM 

·---··-·--·--·--·--·----·--ll 1DD% 
tuas ~ pul::lli< yang: seharusnya tersedla diwilayah 

kota/ l<awasan perkotaan 

1 ~~114 o1 ~i:.. ·,·~~:;Jr~s~;:t;-::1~"! ia ~"!'!:.._,.,, 
::•1 i=r..a.:: .-.~ 

e=:.;!: ·m, .-~ ,,. ·:= ~t: "' :~ ·~ .,·n~ 
~.; :r.1W--: :n:a~t.5·~.l:..M:.. =u=-1=~u.s::. ":itr1:~.$ p .. r.u .. tM.tt :f'Ul yattu 
!U:.l;a";to. ::s .. :.,,: .: ~aiu h_;jll~t ,:111:.ll.Y-Mre t:!n=•b·..a: J.IJ11:..~ .fll:-:~•:•ntun 
~'?"jp-r • .• . .;_.. :1.:11.~r- .::..a.. Mr,.e:U';I n1~~ :1-.. ~"1~ 't:trtmt: 
:K':i\I !.'"r.~: Pt~.JS-u=. ;; :a. 

Jumlai'I Ferangkat oaerah yangmemanfaatkan Tl 
dalam Pelayanan Publlk 

--·-··-·--------------· --x 100% 
Jumlah Perangkat Daerah 

Jumlaii Pe; ab at ASN vans telah menglkutl dlldat ~truktural 

·------------· ··---- x 100% 
Jumlah total Jabatan 



1 2 3 4 s s 
2 Persentase ASN yang me11gik1.1tl Sadan Kepesawalan dan Badan Kepegawalan dim 

.Jum!ah ASN yang telah menglkutl diklat PenlngkL'ltan dlklat kompetensi (%} ?engembangan SDM Pengembangan .SOM 
Kompetensf 

----·----------------- I( 100% 
Jumlahlotal ASN 

14 Menlnskatnya pengeloiaan 1 Persentase PAD terhaclap Sadan Keuangan oaerah Sadan Keuangan Daerat. Pendapatan Asll Daerah 
keuangan daerah Pendapatan - · -·----·----------- x 100% 

Jumlah Peridapatan Oaerah 

2 Oplnl !WK t-emadap laporan Sadan J<euangan Daerah Sadan Keuansan Daer.ah 
keuangan Oplni BPIC pa:la hasll audit terhadap lal)Oran keuangan daerah pada tahun n 

15 Terfaksananya slstem pengawasan yang 1 Maturltas SPIP lnspekiorat Kota lnspektorat Kata 
Mlal Mati..nt:as Slstem Fengendalian Internal Pemerlntah 

efektlf dan eflslen 
2 Tlngkat kapabllltas APIP lnspelctorat Knta lnspektorat Kola Nilal Kapabllitas APIP 

16 Meningkatnya klnerja perencanaan 1 Persentase -dokumen BAPPEDA BAPPEDA Jumlah Dokumen Perencanaan yang 
pembangunan pere11Canaan yang clselesaikan dlselesal!lan tepat waktu 

tepat wak.tu ·---------------- lll 100% 
Jumlah Ook.imen Perencanaan 

2 LAl<IP Sekretariat Daerah Sekrtrtarlat Oaerah tBasian 
Hasil Penllalan Lapcran Af'!glcutabllttas Klnerja Oleh Mentrl PervJayagunaan 

Organisasi) 
Aparatur r>Jegara dan Reformasl Blrokrasl 

17 Menlnskatnya derajat keseliatan masvarakat 1 Angka Usla Harapan Hldup Dlnas t::esehatan dan KS Clnas Keseha1an dan t<B Ja.rnlah Kumulatif Usla Menlnggal 

-------·------------
Jumlah yang Menlnggal 

18 Terkendalinya pertumouha11 penduduk 2 Laju pertumbuhan penduduk Clnas Kesehatan dan KB Dlnas Ke.sehatan can KB :.- (~ x.1.:.i • l ] x 100 c • 
: • 1't:u ~rrc:r..;.n.it",.:1:-.. p~d..,,1 d-.:.k 
?t • ·J um: :\h :;t<:l<h3d~·k p~-.dn tnl'lun-: 
i~c ·• Jur..a.Jr.h-~uQu)c pa~ rAh.'.ln -d,A).)JM°' 
't -• ~li!'&-..h tW.tn .?t- d<t"l'\9t.n p ;:. 

Pt• ? (• + ts . D) + (Ml - Mo) 

Pt • s~ :i>•r.d .. t .uk pad.> r.~h= ~ t 
P i;! • ..1·.:,~ah Fit.00ui4ul: p;tid#.. t..'-~.:.::i C.:u.il\r {O~ 
B •b-kt!~J • .J~.:ml...._'°\: :.:~b.h:Z.::w:n •ieto...-n.:a ~ri::.de O .. t 
D t~.;:o!l:t • Jt:.:n-.k.l:. l{.~r~nri~n !!iie-l:rdlt~ P.'l':rl.;i~ 1) .. t 
!iii~ • .Jui:-J~h ~~ow;.·lu·l~u- . 111it-lq.rJl.Q p.n:·kw:l~_ ·O - r 
:\.'h. • .J'un:.lah :n~t-.ni mNll.\:ok '"Tl.."\.l':Ul pt!'ln<·c:l.e- f) - t 

19 Meningkatnya kualltas pendidlkan 1 Angka rata-rata lama Sekalah Oinas Pendldlkan dan Dlnas Pendldikan :Jan. Jumlah Tahun ?endldlk.an Penduduk Usla 15 Ke at.as 
Kebudayaan Kebudayaan - -----------------x 100% 

Jumlah Penduduk Usla 15 Tahun Ke atas . 



1 2 3 4 5 6 

2 Angkc Melek Huruf Dlrw Pendldlican dan Clnas Perdidlkan dar. Jumlah Peneuduk Usla 15 Ke atas Blsa Baca Tulls 
Kebudavaan Keb·Jdayaan ----···-·---·-·-------------- l( 100% 

Jum '.ah Pendud~k Usla 15 Tahun Ke atas 

3 Angka Harapan Lama Sekolah Dlnas Pendldlkan dan Bada"t Pi.1sat Statistlk PrC)l~lui .l\ngka Harapan Lama Sekolah darl BPS 
Kebudayaan 

20 Menlngkatnya mlnat baca masyarakat 1 Persentase pengunjuns Dlnas f erpustakaan dan Dlnas Perpusta!caan dan Jumlah Fengunjung ?erpustakaan Ta~n n - Jumlah Pengunjung 
Perpi.JStakaan setlap tal'Y .. 1:1nva Kearslpan Kearslpar Perpumkaa1 Tahun n-1 

------------- ------·----- x 1<X'IS£ 
J:.imlah Pengunjung ?erpustakaan Tahun n 

21 Menlngkatnya kualitas dan perai pemuda 2 Persentase organlsasi pemuda Clnas Parlwlsata, Pemuda Olnas Partwlsata, Pem~a 
Jumlah Organlsasf Pemuda yang Aktif 

11ans aktlf clan Ola1 Raga dan Olah ;iasa ·-- ---x100% 
Jumlah ~uruh Organlsasl Pemuda 

22 Menlngkatnya ·pembinaan pi!stasl olahraga 1 c:ak.1.:pan pemblnaan olah raga Dlnas Pariwlsata, Pemuda Olnas Par1wtsata, PemJda 
Jurr.lilh ca bans ola"I rasa yang dlbina lcabor) clan Olii'l Raga dan Olah r:laga 

·- ------·------ IC 100% 
Ju'i"llah :sekruh cabang o\ah raga yang ada/ terdaftar 

2 JwMlah At let berpnmasl Clnas Partwlsata, Pemuda Dlnas Parlwlsata, Pemuda 
Jumlah atlet yang memer.angl kejueraan tingi<at Provins! dan Nasional 

clan Olah Raga jdan Olah Raga 
dalam satu tahun 

i 

23 Tersedla infrastruktur perkotaan yang 1 Persentase Jalan mantap (%) Cl nas Pekerjaan Umum clan jDinas Pekerjaan Urnum can Pa~la~ Jal an dalam kondlsi Balk 
berl<ualltas Penataan Ruang j Penataan Ruang ·--------------------

l PanJangjalan seluruhnva 
2 Persentase penduduk berakses Cinas Pekerjaan Umum clan !Dinas Pekerjaan Umum can cenduduk berakses air mlnum 

air mlnum (%) Penataan Ruang \Penataan Ruang ·-----·-----·- x 100% 
Jumlah pendudu~ 

3 Raslo rumah layak hunl Olnas Perumahan Dinas Perumahan Jumlah rumah lavak hunl 
Permuklman dan Permuldman dan -------·------------Pertanahan Pertanahan Jumlah penduduk 

4 Jumlah pelabuhan laut/ udara/ Dinas Perhubungan Dlnas Perhubungan 
terminal Bis kondlsi balk Jumlah peiabdian lai;t/ udara/ terminal Bis yang ada di Kota Slngkawang 

5 ?ersentase Panjangjalan yang Olnas Perhubungan Olnas Perhubunsan Panjang Jal an yang sudah terpasang P JU 
mendapat penerangan 1%) ---· ·------------- lt 100% 

To-:al seluruh panjane Jal an tans ada di Kota Slngkawans 



1 2 

24 Menln,gkatnya pertumbul:an PDRS sek1or 
perdagangan dan Jasa 

25 Menln,gkatnya PAD sektor pariwisa+.a 

3 

1 flertumbuhan PDRS. sekto~ 
per\:lagangan (%1 

' 1 

: 1 Pernmtase PAD sek.tor 
; 

! 

pan'JiW:a(%) 

Salinan sesual dengan aslinya 
KEPALA. BAGIAN-HUXUM 

VASMAUZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 

4 

Olnas Perdagangan, 
Perlndustrlan, Koperasl :I.an 
IJl(M 

Dlnas. Pariwisata, Pemuda 
dal"j olah raga 

3 

Olnas Perdagangan, 
Perlndustrian, Koperasl :Ian 
Ul<M dan Proyeksl FDRe 
darl BPS yang dlofah 
BAP?EDA 

Proyeksi PCRB dart BPS 
yang d!Olah B.APPEDA 

6 

Kontrlbusi Sek.tor Ferdasa'l!an pada PDRB tahun n - Kontrlbusl Sek.tor 
Pe•ciagangan p.ada PDRB tahun n-1 

----·--------·--·--- l( 100% 
Kor:trlbusl Sek:or Perdagangan pada PORB tahun n-1 

J ~mlah kontn1Jusl sefdo:r Pariwisa:a 1erhadap PDRB pada tahun n - lumlan 
kontrlbusl sektor ParhNlsata terhadap PORB 

padl tahun n-1 

-·---·---···-·--·-------------- x 100% 
junlah l<ontrl::.usl sektor Parlwlsata terhadap PDRB 

oada tahui n 

Dl':etapkal di Slngkalti·ang 
s::ada tanrigal 30 Agustus 2018 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

ttd 

TJHAI CHUI MIE 

, 




